
Menimbang

Mengingat

G L'tiEIt :i !- ir C OituN Te.l,$
PEITATURAN DAERAH PROVINSI GORON'TALO

NOMOR 37i  TAHUN 2Or4

TENTANG

PERUBAHAI,I /,NG(iARAN PENDAPATAN DAN BELI\NJA DAERAH
PROI/IhISI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

DIDNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

: a. bairin'a s;ehubungan dengan perkemb,angan keadaan yang

menl,ebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan

dan ra.ntar jenis belanja, keadaern yang rnenyebabkan sisa lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk

pernbiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu

dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2Ol4;

b. ba.hu'a terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerrah Provinsi Gorontalo Tahun ,Anggaran 2A14 telah

dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 3453

Tahun 2O14 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan

yang berlaku;"

c. bahvva l2e:g$asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalarn huLruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah

terrtang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2074;

: 1. Undeng-(Jndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangpna,n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaLra Republik Indonesia

Nomor 3:i12) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repulllik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Len:Lbaran Negara Republik

In<lonesier Nomor 3569);

2. UndeLng-tJndang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan

Hak Atas; Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

In<lorresier Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 3988);



3. UndarLg-Undang Nomor 25 Ta.hun 2000 tentang Program

PembeLngunan Nasional (Lembar:an Negala Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

4. Undalg-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nornor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060);

5. Undarrg-Undang Nomor 20 Tahun 2OAl tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 3 i Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindal< Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahurr 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonr:s ia Nomor 4150);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negarra (Lembaran Negara Republik In'donesia Tahun 2003

Nomo:r 47', Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomo:r 4286\;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaarl

Negar,a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

8. Undarrg-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanglan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan

Lembia-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undarg-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah {l,embaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2OO4

Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44371 sebagaimana telah beberapra kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 'lahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4

tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aSaa\

10. Undarg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor aa38\;
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11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang Pdak Daerah

dan R.etritrusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AOg Nomor 13O), Tambahan Lemtlaran Negara Republik

Indone:sia Nomor 5049);

i2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indone:sia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S%al;

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2t)14 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwal<ilan Daerah dan Dewan Perwak.llan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182,

TambaLhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukam Keuangan Kepala Daerah dan. Wakil Kepaia Daerah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

TambaLhan Lembaran Negara Republik Indrcnesia Nomor aO28);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T'ahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan P:lmpinan dan Anggota

DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 (Lembaran

Negarer Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urrrum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 lrlomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerair (Lembaran Negara Republik Lndonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a574J;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Repubrlik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indone,sia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun j2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrik

Indonersia Tahun 2005 Nomor i38, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor a576i;



20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba:'an Negara Republik

Indone:sia'lahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5781;

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 21005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

{Lembraran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

TambeLhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585i;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 21005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelerrggaraan Pemerintah

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negala Republik Indonesia

Nomor 4593);

23. Peratulran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2(106 tentang Pelaporan

Keuarr.gan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lemba.ran Negara

Repubrlik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negaria, Republik indonesia Nomor a6lal;

24.Perafiran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan

Penye.lenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporirn Keterangan Pertanggungj awaban Kepala Daerah Kepada

DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat (Lembarran Negara Republik

Indon,:sia Tahun 2OO7 Nomor 19, TambaLhan Lembaran Negara

Reputrlik Indonesia Nomor 46931;

25. Peratrlran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akunt.ansi Pemerintahan {Lembaran Negeira Republik Indonesia

Tahurr 2010 Nomor 123, Tambahan Lemlbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Perat.uran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Weweniurg serta Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provirrsi (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2011

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 5209);

27.Perafi ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah

Kepacla Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272]';



28. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2A06

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Pro'o'insi Gorontalo Tahun 2A06 Nomor O3 Seri E);

29.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun Anggaran 2Ol4 (Lemtlaran Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI{TAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATU'RAN DAERAH PROVINSI GOIRONTALO TENTANG

PERUBIIHAN ANGGARAN PENDAPATAN DI\N BELANJA DAERAH

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAI{ 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 semula berjumlah Rp1.203.082.145. 175,43
bertambah,iberkurang sejumlah Rp15.680.1633.260,98 sehingga

menjadi Rp 1.2 18.762.778.436,41 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1.  Semul r r  Rp.  1 .203 .082.145.175,43

2. Bertanrbahl(berkurang) Rp. 15.680.633.260.98

Jumide Pendapatan setelah

PerubeLhan Rp. 1.218.7'62.778.436,4I

b. Belanja

1. Semulir Rp. 1 .294.658.364.425,43

2. Bertanrbah/(berkurang) Rp. 6.876.431.459.85

Jumlah Belanja setelah

Perub'ahan Rp. 1.301.Si34.79S.88S.28

Surplus/ (Defisit

Setelah Perubahan) Rp. (82.7'72.Afi.448,9T}

c. Pembiayaan

1. Penerirnaan

ai  Semula Rp. 10 1.5TO.219.250,00

b) Bertambahl(berkurang) Rp. (8.804.201.80i ,13)

Jumlah Penerimaan

setelah perubahan Rp. 9|Z.TT2.OIT.44g.g7



2. Pengeluaran

a) Semula RP.10'000.000'000,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0'00

Jumtah Pengeluaran

setelah perubahan Rp. 10'000.000'000,00

Jumlah PembiaYaan netto setelah

perubahan Rp.91.576't219'250'00

Sisa lebih PembiaYaan anggaran

Setelah Perubahan RP' 0,00

Pasal 2

(1) pendaparan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari :

a. Pendapatan asli daerah

1. Serrrula Rp.274.275.308.4O2,43

2. Berl.ambah/(berkurang) Rp. 16.820.8a5.632.98

Jurniah pendaPatan asli daerah

seteiah Perubahan Rp.291.096.154.035.41

b. Dana perimbangan

1. Serrrula Rp.801.585.806.773,OO

2. Bert:ambah/{berkurang) Rp. (1. 140.21'2.372.OO]r

Junrlah dana perimbangan setelah

Perubahan Rp.800.445;.594.401.00

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah

1. Senrula Rp.I27 .221.030.000'00

2. Bertambahl(berkurang) RP. ,00

Junrlah lain-lain pendapatan daerah ya:ng sah

setr:lah Perubahan Rp.127.221.030.000.00

{2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimia.ksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1.  Senru la  Rp.257.943.069.515,65

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000.0O

Junrlah pendapatan daerah setelah

Penrbahan Rp.259.94i1.069.515.65

b. Retribusi Daerah

1. Senrula Rp. 300.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.329.00O.O00.00

Jumiah retribusi daerah setelah

Perr:bahan Rp. 1.629.000.000.00
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Senrula Rp. 4.000.000.000,00

2. Berrrambahl(berkurang) Bg 0.00

Junrlah hasil pengelolaan kekayaan

dae::ahsetelahPerubahan Rp. 4.00(1.000.000.00

d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Senrula Rp. 12.032.238.886,78

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 13.49 1.84it.632.98

Junilah lain-lain pendapatan asli daerah setelah

perubahan Rp. 25.52,+.O84.5I9,76

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b

terdiri drui jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1.  Senrula Rp.2a.932.308.773,00

2. Bertambahl(berkurang) Rp. (1.  1a0.2 12.372.O0)

Junrlah dana bagi hasil setelah

Perubahan Rp. 23.79:2.096.401.00

b. Dana alokasi umum

1. Senruia Rp.734.279.438.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Junriah dana alokasi umum setelah

Perubahan Ro.734.279.438.000.00

c. Dana alokasi khusus

1. Senrula Rp.42.374.060.000,00

2. Bertambahl(berkurang) Rp. 0.00

Junrlah dana alokasi khusus setelah

Perubahan Rp. 42.37,1.060.000.00

(a) Lain - lrain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada a:fat (1) huruf c adalah:

a. Pendapatan Hibah

1. Sen:rula Rp. 375.000.000,00

2. Bertaml>ahl(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana pendapatan hibah setelah

Perubahan Rp. 37:5.000.000.00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1.  Semula Rp. 1 26.846.Ol lO.0OO,OO

2. Bertambah/(berkurang) Ep- 0.00
Junilah Dana Penyesuaian dan Otonom:i Khusus setelah
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Pasal 3

(1) Beianja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari :

a. Beianja Tidak Langsung

1. Semula RP. 597.77Cr.374.07O,47

2. Bertambahl(berkurang) Rp. (10.507.057.606.15i

JurrLlah belanja tidak langsung setelah

Perrrbahan Rp. 587.2(i3.316.464,32

b. Belanjra Langsung

1. Serrrula Rp. 696.887.990.354'96

2.Berl .ambah/(berkurang) Rp. 17.381].498.066.00

Jum,lah Belanja langsung seteiah

Perubahan Rp. 7 14.2'i7 | .a79 .a2O 96.

(2) Belanja'lidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a t-erdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Senrula RP. 275.66'7.239.585,27

2. Bertamttahl(berkurang) Rp. (16.500.a63.606. 15)

Jurnlah Belanja Pegawai seteiah

Perubahan

b.Belanjra Bunga

1. Semula

Perubahan

c.Beianja Subsidi

1.  Sernula

Perubahan

d.Belanja Hibah

1. Sernula

Perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Senrula

Rp. 259. i ( i6.775.979.12

Rp. 1.9915.000.000,00

Ro.

Rp. 0.00

Rp. 177.263.395.000,00

Rp. 18a.600.895.000.00

Rp. 1.500.000.000,00

2. Ber:tambah/(berkurang) Rp. (1.995.000.000.00)

Jurnlah Belania Subsidi setelah

0.00

Rp. 0,00

2. Ller:tambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jurnlah Belania Subsidi setelah

2. Bertambahl(berkurang) Rp. 7.3,37.500.000.00

Junrlah Belania Hibah setelah

2. Bertambahl(berkurang) Rp. 150.000.000.00

Junrlah Belania Bantuan Sosial setelah
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f. Beianja Bagi Hasil

1 .  Sernu la  Rp.114.779.414.485,20

2. Be:rtambahl(berkurang) Rp. 6O0.OO0.0O0.00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 115.379.414.485.20

g. Belarija Bantuan Keuangan

1 .  Sernu la  Rp.  2L17O.O00.000,00

2. Be:rtambah/(berkurang) Rp. 1.400.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

sel.elah Perubahan Rp. 22.570.000.000.00

h. BelanLja Tidak Terduga

1. Sernula Rp. 5.395.325.000,00

2. Bertambahl(berkurang) Rp. {1.499.094.000.00)

Junrlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan Rp. 3.896.231.000.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri clari jenis belanja :

a. Belarja Pegawai

1. Semula Rp. 34.462.682. 100,00

2. Be:rtambahl(berkurang) Rp. 3.221.907.000.00

Jurnlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 37.€i84.589.10O.00

b. Belan,ja Barang dan Jasa

1. Semula Rp.389.267 .27O.L34,96

2. Bertambahl(berkurang) Rp. 18.171.702.868.00

Jumlah Belanja Barang dan

Jasia setelah Perubahan Rp. 4O7.438.973.002,96

c. Belanja Modal

1 .  Semula  Rp.273.158.038.120,00

2. Be:rtambahl(berkurang) Rp. (4.010.120.802.00)

Jurnlah Belanja Modal setelah

Per:ubahan Rp.269.147.917.318.00

Pasal 4

(1) Pembial/aan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dar i :

a. Penerimaan

1. Sernula Rp.1OL.576.219.25O,00

2. Be::tambahl(berkurang) Rp. (8.804.201.8O1.13

Jurnlah Penerimaan

setr:lah Perubahan Rp. 92.772.AL7.448.87
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b. Pengeluaran

1. SerrLula RP. 10.000.000.000,00

2. Berl.ambahl(berkurang) Rp. 0.00

Junrlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenirs pernbiayaan :

a. SILPA tahun anggarar] sebelumnya

1. Senrula Rp. 59.576.219.250,00

2. Ber:amktahl(berkurang) Rp. 33. 195.798. 198,87

Jurrrlah SILPA tahun anggaran sebeiumnya

setelah Perubahan Rp. 92.772.017.448,87

b. Pencai.ran dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

l. Senrula Rp. 0,00

2. Bertamttahl(berkurang) Rp. 0.O0

Junrlah Pencairan dana cadangan setelah

Perubahan Rp. 0,00

c. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp. 42.000.000.000,00

2. Bertambah I (berkurang) Rp.1a2.000.000.000.00)

Junrlah Penerimaan pinjaman daerah setelah

Perubahan Ro. 0.00

(3) Pengelua.ran sebagaimana dimaksud pada rryat (1) huruf b terdiri

dari jenis pembiayaan

a. Pembentukan dana cadangan

1. Senruia Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jurnlah Pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan Rn. 0.00

b. Penye:rtaan modal {investasi) pemerintah daerah

1. Senrula Rp. i0.000.000.000,00

2. Bertamtrah/(berkurang) Rp. 0.00

Jurniah Penyertaan modal (investasi) pemerintah

dae,rah setelah Perubahan Rp. 10.000.000.0000.00
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Pasal 5

Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengelualan yang belum tersedia anggarannya dan/atau

pengelualan rnelebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD

2014, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan reaiisasi yang

diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2015 tentang

Peratangg;ungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yarlg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan. Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

b. Lampiran Ii

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lamp:Lran V

f. Lampiran Vi

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD,

Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Daiam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah pegawai per

Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun angga-ran
ini;

Lampiran Keuangan Pemerintah Daerah yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah clan Obligasi Daerah.

1 1
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Pasal 7 

(1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan

penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai

landasan operasional pelaksanaan.

(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, mendapat tambahan

anggaran dari pemerintah pusat yang sudah ada peruntukannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam

Perubahan APBD 2014, yang selanjutnya disampaikan dalam

realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan

Daerah Tahun 2015 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal  5 September 2014   

GUBERNUR GORONTALO, 

TTD 

    RUSLI HABIBIE 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 5 September  2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

TTD 

WINARNI D. MONOARFA 
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